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ABSTRACT

Child testimony often plays an important role in criminal proceedings, particularly in cases
where children act as victims or witnesses. However, legal issues arise regarding the
evidentiary value of child testimony given without an oath, as the Indonesian Criminal
Procedure Code (KUHAP) generally requires witnesses to testify under oath. This study
aims to analyze the legal position and evidentiary value of unsworn child testimony within
the Indonesian criminal justice system. The research employs a normative legal method using
statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research by
examining legislation, legal doctrines, books, journals, and other relevant legal materials.
The findings indicate that, pursuant to Article 160 paragraph (3) of KUHAP, child
testimony given without an oath does not qualify as valid witness testimony. Nevertheless,
based on Article 171 and Article 188 of KUHAP, such testimony may be considered as
indicative evidence (petunjuk) when supported by other lawful evidence and when it
corresponds with the facts established during the trial. These findings demonstrate that
unsworn child testimony continues to have evidentiary significance in criminal proceedings
despite its limited legal status. Therefore, a consistent interpretation of relevant legal
provisions is necessary to ensure legal certainty while maintaining the protection of
children's rights within the criminal justice process.

Keywords: Child Testimony, Evidence, Criminal Procedure Law, Evidentiary System,
KUHAP.

ABSTRAK

Keterangan anak sering kali memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana,
khususnya ketika anak berkedudukan sebagai korban atau saksi suatu tindak pidana.
Namun, muncul permasalahan hukum mengenai nilai pembuktian keterangan anak yang
diberikan tanpa sumpah karena KUHAP pada prinsipnya mensyaratkan saksi memberikan
keterangan di bawah sumpah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan
hukum dan nilai pembuktian keterangan anak tanpa sumpah dalam sistem peradilan pidana
Indonesia. Penelitian mengqunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku,
jurnal, dan bahan hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah
tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Akan tetapi,
berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 188 KUHAP, keterangan tersebut tetap dapat digunakan
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sebagai alat bukti petunjuk apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah dan memiliki
persesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan. Temuan ini menunjukkan bahwa
keterangan anak tanpa sumpah tetap memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan
pidana meskipun tidak berkedudukan sebagai alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu,
diperlukan pemahaman dan penerapan yang konsisten terhadap ketentuan KUHAP guna
menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: keterangan anak, alat bukti, hukum acara pidana, sistem pembuktian, KUHAP.

PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak
pidana karena pada dasarnya anak belum mampuh melindungi dirinya sendiri.
Dalam hal tindak pidana yang melibatkan anak, anak dapat menjadi korban, saksi,
maupun anak juga dapat dimungkinkan melakukan suatu perbuatan pidana
(kejahatan). Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak menyatakan yang dimaksud dengan anak yang menjadi saksi adalah
anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
Selanjutnya, Pasal 1 Angka 29 KUHAP menyatakan bahwa “Keterangan anak adalah
keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dalam praktik peradilan
pidana, khususnya perkara yang melibatkan anak sebagai korban, keterangan anak
sering kali menjadi salah satu unsur penting untuk mengungkap terjadinya tindak
pidana dan memperjelas fakta hukum yang terjadi.

Pembuktian dalam hukum acara pidana memegang peranan penting karena
berkaitan dengan upaya menemukan kebenaraan materiil sebagai dasar hakim
dalam menjatuhkan putusan. Rusli Muhammad (2007) menjelaskan pembuktian
adalah upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang
bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana
yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri
terdakwa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP yang
menyatakan bahwa “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila
pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat
keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah
atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang
secara negatif (Negatief wettelijk stelsel), yaitu dua alat bukti dan keyakinan hakim,
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Salah satu alat
bukti yang paling dominan dalam perkara pidana adalah keterangan saksi. Akan
tetapi, persoalan hukum muncul ketika keterangan tersebut diberikan oleh anak
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yang menurut ketentuan Pasal 171 KUHAP diperiksa tanpa sumpah. Di satu sisi,
Pasal 160 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa sebelum memberikan keterangan,
saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Di
sisi lain, KUHAP juga memberikan pengecualian terhadap anak yang belum cukup
umur untuk memberikan keterangan tanpa sumpah. Kondisi tersebut menimbulkan
persoalan mengenai bagaimana kedudukan hukum dan nilai pembuktian dari
keterangan anak tanpa sumpah dalam sistem pembuktian pidana Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai keterangan anak
dalam proses pembuktian perkara pidana. Penelitian dari Desiana Kusuma Hastin,
Irma Cahyaningtyas, dan Sukinta (2022) dalam artikel “Kekuatan Alat Bukti
Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah dalam Pemeriksaan Perkara Perbuatan
Cabul” menunjukkan bahwa dalam perkara perbuatan cabul, keterangan anak tanpa
sumpah secara formil tidak berdiri sebagai alat bukti tersendiri, tetapi memiliki nilai
pembuktian dalam memperkuat keyakinan hakim. Penelitian Febriana Nur Hidayati
dkk. (2020) yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban yang Masih di Bawah
Umur dan Tidak Disumpah dalam Persidangan Perkara Pencabulan Anak” turut
menegaskan bahwa keterangan anak korban di bawah umur yang tidak disumpah
tetap memiliki relevansi dalam pembuktian sepanjang bersesuaian dengan alat bukti
lain. Selain itu, penelitian Nur Fitriani mengenai “Tinjauan Yuridis Kekuatan
Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Persidangan Perkara Pidana”
menekankan bahwa secara normatif keterangan anak belum dapat disamakan
dengan saksi dewasa karena tidak memenuhi unsur sumpah sebagai syarat formil
alat bukti keterangan saksi. Kemudian, penelitian Septiani Herlinda (2012) dalam
skripsi “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas
untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan” menunjukkan bahwa praktik
peradilan masih memperlihatkan perbedaan penilaian hakim terhadap keterangan
anak sebagai korban, sehingga kedudukan pembuktiannya belum sepenuhnya
konsisten dalam penerapan.

Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya lebih berfokus pada
analisis putusan, khususnya tindak pidana pencabulan dan tindak pidana asusila,
sehingga pembahasan mengenai konstruksi normatif dalam KUHAP belum dikaji
secara khusus dan komprehensif. Masih terdapat ruang kajian terkait bagaimana
hubungan antara Pasal 160 ayat (3), Pasal 171, Pasal 183, Pasal 184, dan Pasal 188
KUHAP dalam menentukan kedudukan keterangan anak tanpa sumpah dalam
sistem pembuktian pidana. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan
untuk memberikan analisis hukum secara normatif mengenai kedudukan
keterangan anak tanpa sumpah dalam KUHAP. Berdasarkan uraian tersebut, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan pembuktian
atas keterangan anak dalam tindak pidana pencabulan ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?. Adapun
tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum keterangan anak
tanpa sumpah dalam sistem pembuktian pidana menurut KUHAP, serta menelaah
batas kekuatan pembuktiannya dalam pemeriksaan perkara pidana.
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METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis
normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan hukum berupa aturan atau norma
hukum positif asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, fokus kajian
diarahkan pada kedudukan pembuktian keterangan anak tanpa sumpah dalam
tindak pidana pencabulan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), khususnya yang berkaitan dengan Pasal 160 ayat (3), Pasal 171,
Pasal 183, Pasal 184, dan Pasal 188 KUHAP. Penelitian menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum
yang mengatur pembuktian dan keterangan anak dalam perkara pidana. Penelitian
meliputi seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan pembuktian dan keterangan
anak dalam hukum acara pidana. Sampel penelitian dipilih secara purposif, terdiri
atas bahan hukum primer berupa KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta bahan hukum sekunder berupa
buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan data dilakukan
melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan,
literatur hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Data
yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode
deskriptif-analitis untuk mengkaji dan menjelaskan kedudukan pembuktian
keterangan anak tanpa sumpah dalam perkara pidana berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada suatu tindak pidana yang melibatkan anak, anak dapat menjadi korban,
saksi, maupun menjadi pelaku tindak pidana. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan dalam Pasal 1 angka 4 bahwa anak yang
menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan
oleh tindak pidana.

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan yang dimaksud dengan
anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan
keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya
sendiri. Terkait dengan keterangan anak, maka dalam Pasal 1 angka 29 KUHAP
menyatakan, bahwa: “Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh
seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara
pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta cara yang diatur dalam
undang-undang ini”. Pembuktian di perlukan untuk dapat menentukan apakah
keterangan anak tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan
kesalahan terdakwa atau tidak. Sejalan dengan hal tersebut, maka M. Yahya
Harahap menyatakan pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
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Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang
secara negatif (Negatief wettelijk stelsel), yaitu dua alat bukti dan keyakinan hakim,
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Adapun alat
bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

a) Saksi

b) Keterangan ahli

C) Surat

d) Petunjuk

e) Keterangan terdakwa

Pasal 1 angka 27 KUHAP merumuskan mengenai keterangan saksi adalah
“Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami
sendiri”. Mengenai keterangan saksi, untuk menentukan nilai pembuktian dari
keterangan saksi agar dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah, maka
berdasarkan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa: “Sebelum memberikan
keterangan, saksi wajib mengucap sumpah atau janji menurut cara agamanya
masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak
lain dari yang sebenarnya”. Kemudian keterangan saksi yang telah di sumpah
tersebut di anggap sah apabila keterangan saksi tersebut diberikan di sidang
pengadilan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang
menyatakan, bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi
nyatakan di sidang pengadilan”. Menurut Andi sofyan dan Abd. Asis (2014),
terdapat syarat formil dan materiil keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu:

a) Syarat formil: Syarat formil ini mengacu pada aturan dalam Pasal 160 Ayat

(3) KUHAP dan Pasal 171 KUHAP, yaitu:

Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji

Saksi harus sudah dewasa

Saksi tidak sakit ingatan atau jiwa

Syarat materiil: Syarat materiil mengacu pada aturan dalam Pasal 1 angka 27

KUHAP dan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, yaitu:

1) Keterangan saksi harus apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri

2) Testimonium de Auditu, yaitu keterangan yang diperoleh dari pendengaran
orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah

3) Keterangan seorang saksi atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah
sebagai alat pembuktian (unus testis nulus testis).

Berdasarkan ketentuan keterangan saksi tersebut di atas, dapat di simpulkan
bahwa pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi, akan tetapi keterangan
yang diterima hanya keterangan yang diberikan dibawah sumpah. Oleh karena itu
Pasal 171 KUHAP huruf a merumuskan mengenai siapa saja yang boleh diperiksa
untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yaitu Anak yang umurnya belum cukup
lima belas tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu, dalam penjelasan Pasal
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171 KUHAP menyatakan : “anak yang belum berumur lima belas tahun, mereka itu
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka
tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, sehingga itu
keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.

Dengan demikian, keterangan anak tidak memenuhi seluruh syarat sah
keterangan saksi sebagai alat bukti dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, sehingga
keterangan anak tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti keterangan saksi yang
sah. Akan tetapi, berdasarkan isi penjelasan Pasal 171 KUHAP tersebut, dapat dilihat
bahwa terdapat nilai pembuktian yang melekat pada keterangan anak korban dan
anak saksi yang tidak di sumpabh, yaitu dapat dipakai sebagai petunjuk. Pengertian
petunjuk menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwa: “Petunjuk adalah
perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang
satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Selanjutnya dalam
Pasal 188 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

a) Keterangan saksi
b) Surat
C) Keterangan terdakwa

Dengan demikian, guna memenuhi ketentuan bahwa keterangan anak yang
tidak di sumpah dapat dipakai sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah lainnya,
dan untuk menguatkan keyakinan hakim, maka keterangan tanpa sumpah tersebut
harus memenubhi syarat (M. Yahya Harahap):

a) Harus terlebih dahulu telah ada alat bukti yang sah, misalnya: keterangan
saksi, surat dan keterangan terdakwa.

b) Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian, yaitu
telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
C) Antara keterangan tanpa di sumpah itu dengan alat bukti yang sah terdapat

saling persesuaian.

Oleh karena itu, meskipun keterangan anak tidak dapat dikategorikan
sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, akan tetapi keterangan anak yang tidak
di sumpah tersebut tetap memiliki nilai pembuktian yang berkedudukan sebagai
alat bukti petunjuk apabila memiliki persesuaian dengan alat bukti sah lainnya
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 188 Ayat (2).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah
dalam proses peradilan pidana tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan
saksi yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Hal ini
disebabkan karena salah satu syarat formil keterangan saksi adalah pemberian
keterangan di bawah sumpah atau janji. Namun demikian, ketentuan Pasal 171
KUHAP memberikan pengecualian bagi anak yang belum cukup umur untuk
memberikan keterangan tanpa sumpah. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat
dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi, keterangan anak tetap memiliki
nilai pembuktian dan dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk apabila terdapat
kesesuaian dengan alat bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 188
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KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum
acara pidana Indonesia tetap memberikan ruang bagi keterangan anak untuk
dipertimbangkan dalam proses pembuktian, khususnya pada perkara yang
melibatkan anak sebagai korban atau saksi. Keberadaan keterangan anak dapat
membantu mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana,
meskipun penggunaannya harus didukung oleh alat bukti lain agar memenuhi batas
minimum pembuktian dan memperkuat keyakinan hakim. Oleh karena itu
diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif dari aparat penegak hukum
mengenai kedudukan dan nilai pembuktian keterangan anak tanpa sumpah agar
tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Selain itu, diperlukan
penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai penggunaan
keterangan anak dalam proses pembuktian guna menjamin perlindungan hak anak
sekaligus menjaga kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.
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